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PENETAPAN
Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Blp
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama lIslam, pekerjaan ibu rumah tangga,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Bola Tellue, RT 000
RW 000, Desa Salusana,Kecamatan Larompong Selatan, Kab.
Luwu, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Jalan Tinumbu Lorong 142, RT - RW -
(Lorong masuk Samping Warung Kopi), Kelurahan Bunga
Ejaya,Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Februari 2022
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Blp, tanggal 03
Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 26 September 2010, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan
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Kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
169/11/IX/2010, tertanggal 14 September 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun 5 bulan dan sudah di karuniai
2 anak yang bernama Andika bin Akbar usia 9 tahun dan Aldi bin Akbar usia
5 tahun;

3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tertutup dalam mengelola
keuangan rumah tangga (pelit);

4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021, kemudian Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat
tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;

5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat dengan
Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha
bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak
berhasil;

6. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah
tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak
madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak
tercapai;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,
gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam) yang berlaku;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Belopa cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta berdasarkan relaas
Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Blp, tanggal 10 Februari 2022 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat tidak dikenal di alamat Jalan Tinumbu Lorong 142, RT -
RW - (Lorong masuk Samping Warung Kopi), Kelurahan Bunga
Ejaya,Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya
karena Penggugat ingin memastikan alamat dan keberadaan Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang
terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang
dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari

Penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.
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Menimbang, berdasarkan relaas Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Blp, tanggal
10 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak dikenal di
alamat Jalan Tinumbu Lorong 142, RT - RW - (Lorong masuk Samping Warung
Kopi), Kelurahan Bunga Ejaya,Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya
karena Penggugat ingin memastikan alamat dan keberadaan Tergugat terlebih
dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada
tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya,
maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim
menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan
Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Blp dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 490.000,- (Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Mujibburrahman Salim,
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S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu
oleh Nasriah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nasriah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP :Rp 60.000,00
- Biaya Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 370.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 490.000,00

( Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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